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KAJI ULANG  

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 14 

TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN 

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 

 

A. UMUM 

       Perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan sebagai suatu 

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, 

atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 

manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 

atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, 

untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dalam 

perkembangannya, sanksi pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 

tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

dicabut dan diganti dengan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini sebagaimana diatur 

dalam Pasal 622 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. 

Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana menormakan bahwa: 

(l) Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman 

Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, 

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 

orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi 

orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana 

karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII. 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) mengakibatkan orang 

tereksploitasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama. 

Jika dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menormakan denda 

paling sedikit 120.000.000 dan paling banyak 600.000.000, maka dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 menggunakan dendan dalam Kategori IV dan 

Kategori VII. 
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Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maka 

denda Kategori IV paling banyak 200.000.000 dan Kategori VII adalah paling 

banyak 500.000.000. 

Perubahan aturan lainnya terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 22 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 

tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Perubahan tersebut terletak dalam Pasal 1, Pasal 4, Pasal 

6, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 30.  

Selanjutnya, penanganan TPPO juga didasarkan pada Rencana Aksi 

Nasional Penanganan TPPO sebagaimana dalam Peraturan Presiden 

Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan 

Penanganan Tindak Pidana Perdangangan Orang Tahun 2020-2024. 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) maka perlu diundangkan Peraturan Kepala 

Daerah tentang RAD TPPO; dan berdasarkan Paasal 4 ayat (2) maka RAD 

TPPO berpedoman pada RAN TTPPO dan RPJMD.  

       Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan 

berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut: 

Berdasarkan huruf f Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang sebagai berikut: 

NO SUB BIDANG PEMERINTAH 
PUSAT 

PEMERINTAH 
PROVINSI 

PEMERINTAH 
KABUPATEN/KOTA 

2. Penanganan 
Warga Negara 
Migran Korban 
Tindak 
Kekerasan 

a. Penanganan 
warga 
negara 
migran 
korban tindak 
kekerasan 
dari titik 
debarkasi 
sampai ke 
Daerah 
provinsi asal.  

b. Pemulihan 
trauma 
korban tindak 
kekerasan 
(traficking) 
dalam dan 
luar negeri 

Pemulangan 
warga negara 
migran korban 
tindak 
kekerasan dari 
titik debarkasi 
di Daerah 
provinsi untuk 
dipulangkan ke 
Daerah 
kabupaten/kota 
asal. 

Pemulangan warga 
negara migran 
korban tindak 
kekerasan dari titik 
debarkasi di Daerah 
kabupaten/kota untuk 
dipulangkan ke 
Desa/kelurahan asal. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

sebagai berikut: 

Pasal 52 (2) Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau 
pusat trauma 

Pasal 57 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib 
mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. 

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, 
program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk 
melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan 
orang. 

Pasal 58 (1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan 
orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil 
langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana 
perdagangan orang. 

(2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah 
sebagaimana dimaksud pada ayat Pemerintah membentuk gugus 
tugas  yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak 
hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, 
organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi. 

(3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan 
wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi 
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan 
peneliti/akademisi. 

(4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
merupakan lembaga koordinatif yang bertugas: 
a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak 

pidana perdagangan orang; 
b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama; 
c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban 

meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial; 
d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; 

serta 
e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi. 

(5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat 
setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden. 

(6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, 
keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat 
dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden. 

       Ketentuan pasal tersebut menunjukan kewajiban pemerintah daerah 

sebagai berikut: 

a. membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma 

b. mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang 

c. membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk 

melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang 

d. mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak 

pidana perdagangan orang 

e. membentuk dan mengalokasikan gugus tugas yang beranggotakan wakil-

wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, 

lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi 

dengan rincian tugas: 
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1. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak 

pidana perdagangan orang; 

2. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama; 

3. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi 

rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial; 

4. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta 

5. melaksanakan pelaporan dan evaluasi. 

       Kewenangan tersebut menjadi dasar untuk mengkaji materi muatan 

berkaitan dengan kewenangan pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan 

Penanganan Korban Perdagangan Orang. Selain itu, kajian juga didasarkan 

pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan untuk melihat ketaatan asas materi muatan Peraturan Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan 

Penanganan Korban Perdagangan Orang. 

       Secara umum, setelah melakukan kajian terhadap materi muatan yang 

diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan 

Orang, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penangangan Korban 

Perdagangan Orang masih terbatas pada tindak pidana perdangangan orang 

berkaitan dengan tenaga kerja ilegal. Sedangkan konsepsi pemberantasan 

tindak pidana perdangangan orang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang adalah: tindakan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman,  pemindahan, atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga 

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain 

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk 

tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 

2. Materi muatan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan 

dan Penanganan Korban Perdagangan Orang belum mengatur secara 

komprehensif sesuai atribusi kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 21 
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Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kewenangan yang 

diberikan kepada daerah adalah untuk pencegahan dan penanganan 

masalah perdagangan orang; bukan terbatas pada penanganan korban 

tindak pidana perdangangan orang. 

Selanjutnya secara khusus, hasil kajian berdasarkan pasal demi pasal dapat 

dikemukakan sebagai berikut. 

 

B. PASAL DEMI PASAL 

Logo: 

Logo Peraturan Perundang-Undangan menggunakan Lambang Negara Bukan 

Lambang Daerah. 

Judul: 

Berdasarkan atribusi kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

maka judul Peraturan Daerah harusnya sebagai berikut: 

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH PERDAGANGAN ORANG 

Frasa 

Sudah sesuai. 

Pejabat Pembentuk 

Sudah sesuai. 

Konsiderans 

Landasan sosiologis dalam Huruf b konsiderans perlu diubah sesuai dengan 

konsep perdangangan orang. Hal ini karena landasan sosiologis dalam huruf b 

konsiderans menunjukan bahwa semangat kehadiran Peraturan Daerah Provinsi 

NTT Nomor 14 Tahun 2008 adalah untuk mengatasi upaya perdagangan orang 

yang bersembunyi dibalik kegiatan perekrutan TKI keluar daerah dan/atau keluar 

negeri; sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perdagangan Orang adalah 

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,  pemindahan, 
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atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 

manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar 

negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 

Dengan demikian maka landasan filosofis dalam huruf b konsiderans diubah 

sesuai makna perdagangan orang agar keberadaan peraturan daerah memiliki 

landasan filosofis yang tepat. 

Dasar Hukum 

Berdasarkan angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, 

maka dasar hukum memuat dua hal yakni: 1) dasar kewenangan pembentukan 

peraturan perundang-undangan; dan 2) dasar peraturan perundang-undangan 

yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. dengan 

demikian maka Dasar Hukum Peraturan Daerah harus diubah. 

Diktum Persetujuan Bersama: 

Sudah sesuai. 

Diktum Memutuskan: 

Nama Peraturan Daerah disesuaikan dengan atribusi kewenangan daerah 

provinsi. 

Batang Tubuh: 

Bab I Ketentuan Umum 

       Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur 

bahwa, Ketentuan umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi;  b. singkatan 

atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau 

c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya  antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan 

tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

       Berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, maka Angka 6 sampai dengan angka 12 

merupakan definisi atau Batasan pngertian, dan didasarkan pada ketentuan apa. 

Selain itu, definisi SIBLD berpeluang mengakibatkan pelanggaran atas hak 

memperoleh pekerjaan yang layak.  

Bab II Asas Maksud dan Tujuan 
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Judul bab dihapus karena bertentangan dengan Angka 98 Lampiran II Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022. 

Bab III Ruang Lingkup 

1. Judul bab dihapus karena bertentangan dengan Angka 98 Lampiran II 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

2. Norma dalam Pasal 4 membatasi pengaturan materi muatan Peraturan 

Daerah pada penanganan korban perdangangan orang. Hal tersebut tentu 

tidak taat atribusi sebab Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menormakan bahwa 

kewajiban pemerintah daerah adalah penanganan masalah perdagangan 

orang, bukan penanganan korban perdagangan orang.  

Bab IV Kedudukan 

Materi yang diatur dalam bab ini bukan materi muatan Peraturan Daerah. Hal ini 

karena tanpa diaturpun secara hierarkhi Peraturan Daerah Provinsi lebih tinggi 

dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dengan demikian, pengaturan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kota mengenai pencegahan dan penanganan masalah 

perdagangan orang tentu harus harmonis dengan Peraturan Daerah Provinsi.  

Bab V Pencegahan 

1. Judul bagian kesatu tidak sesuai dengan norma yang diatur dalam Pasal 8. 

Sebab judul bagian kesatu adalah bentuk pencegahan, sedangkan dalam 

Pasal 8 diatur mengenai cara pencegahan. Tentu secara etimologis, terdapat 

perbedaan makna antara kata “bentuk” dan kata “cara”. 

2. Secara keseluruhan, bab V harusnya mengatur mengenai segala aspek 

berkaitan dengan pencegahan perdagangan orang, meliputi: bentuk 

pencegahan, jenis pencegahan, tata cara melakukan pencegahan 

berdasarkan jenis dan bentuk pencegahan. 

3. Pengaturan Pasal 9 tidak memiliki subyek norma sehingga tidak dapat 

dilaksanakan. 

4. Keseluruhan materi muatan dalam Bab V bertentangan dengan rumusan 

Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah. Ini menunjukan 

adanya inkonsistensi, multi tafsir, dan pertentangan norma dalam satu 

peraturan yang sama. 
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5. Materi muatan dalam Bagian Ketiga bukan materi muatan peraturan daerah. 

Materi muatan tersebut merupakan materi muatan Undang-Undang 

Adminduk. Materi muatan peraturan daerah harusnya lebih spesifik.  

6. Subyek norma dalam Pasal 10 ayat (1) tidak spesifik. Hal tersebut tentu dapat 

mengakibatkan Tarik ulur subyek norma. 

7. Pasal 10 ayat (2) adalah jenis dokumen kependudukan bukan administrasi 

kependudukan. Pengaturan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Administrasi Kependudukan 

8. Penormaan dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berdampak negatif. Hal ini karena 

tidak adanya pengecualian terhadap kewajiban. Dengan demikian, tidak ada 

alasan apapun bagi kepala desa atau lurah untuk tidak menerbitkan SIBLD; 

sekalipun ada persyaratan yang tidak lengkap. 

9. Adanya benturan norma antara pasal 11 ayat (1) dengan Pasal 11 ayat (3). 

Pasal 11 ayat (1) menyatakan wajib, sedangkan Pasal 11 ayat (3) 

memberikan Persyaratan. 

10. Pasal 11 ayat (5) tidak harmonis dengan Pasal 11 ayat (3). Hal ini karena 

Pasal 11 ayat (3) menyatakan permohonan SIBLD diajukan kepada lurah 

atau kepala desa, tetapi di Pasla 11 ayat (5), camat yang diberikan 

kewenangan untuk menolak pengesahan permohonan. Sedangkan dalam 

pasal 11 ayat (1) lurah atau kepala desa wajib menerbitkan SIBLD. 

11. Pasal 12 merupakan materi muatan peraturan perundang-undangan 

mengenai Administrasi Kependudukan. 

12. Pasal 13 bukan merupakan materi muatan dari Judul Bagian Kelima. 

13.  Pasal 13merupakan materi muatan peraturan daerah kabupaten kota 

berkaitan dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan, bukan materi muatan 

Peraturan Daearh Provinsi tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah 

Perdagangan Orang. 

14. Pasal 15 tidak memiliki subyek norma sehingga tidak mungkin dilaksanakan. 

15. Pasal 15 bukan materi muatan judul bagian keenam. 

16. Pasal 16 tidak memiliki subyek norma, dan tidak diatur secara komprehensif 

mengenai Pendidikan dan pelatihan. 

Bab VI Penanganan Korban Perdagangan Orang 

1. Judul Bab tidak taat atribusi. Seharusnya diubah menjadi penanganan 

masalah perdagangan orang.  

2. Bagian kesatu bukan merupakan materi muatan penanganan korban 

perdagangan orang. Hal ini karena dalam Pasal 17 ayat (1) telah membatasi 

bentuk penanganan korban perdagangan orang meliputi: pemulangan, 

rehabilitasi, dan reintegrasi. Dengan demikian, perlindungan bukan 

merupakan bagian dari penanganan korban pergangangan orang. 
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3. Pasal 18 tidak implementatif, karena tidak ada pengaturan mengenai 

pemenuhan hak. 

4. Rumusan norma dalam Pasal 19 multi tafsir dan tidak konsisten dengan judul 

bagian kedua. Bagian kedua menggunakan istilah pemulangan, sedangkan 

dalam Pasal 19 digunakan istilah mengembalikan. Selain itu, norma dalam 

Pasal 19 tidak jelas lokasi tujuan mengembalikan. 

5. Rumusan norma dalam Pasal 20 merupakan rumusan Undang-Undang 

bukan rumusan Peraturan Daerah. 

Bab VII Gugus Tugas Anti Perdagangan orang 

Rumusan pasal 21 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 58 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Bab VIII Partsipasi Masyarakat 

Ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah sudah diatur dalam Pasal 60 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Berdasarkan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022, pengutipan kembali dibolehkan apabila sebagai anloop untuk diatur lebih 

lanjut. Kenyataannya, tidak ada pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan peran 

serta masyarakat. 

Bab IX Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan 

Subyek norma dalam Pasal 25, 26 dan 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah 

adalah gubernur. Pengaturan tersebut tidak membuka ruang adanya 

pendelegasian kewenangan, dengan demikian, maka norma dalam Pasal 25 

dikenakan hanya kepada Gubernur tanpa ada ruang pendelegasian 

kewenangan. Tentu norma tersebut tidak dapat diimplementasikan oleh 

Gubernur seorang diri tapa didukung perangkat daerah. Hal yang sama juga 

terjadi dalam Pasal 27 ayat (5) dengan subyek norma bupati/walikota. 

BAB X Perlindungan Saksi dan Korban 

1. Ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah hanya mengulangi ketentuan Pasal 44 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

2. Ketentuan Pasal 29 bertentangan dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 

21 Tahub 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak 

harmonisnya pasa ini dikarenakan adanya upaya mengalihkan atribusi 
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kewenangan yang diberikan undang-undang kepada instansi vertical 

(kepolisian) menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai berikut: 

Pasal 29 ayat (1) peraturan daerah menambahkan unsur kerja sama 

pemerintah daerah dengan Kepolisian Daerah dalam membentuk ruang 

pelayanan khusus atau PPA, pada hal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyatakan unsur 

kerja sama pemerintah daerah dalam norma Pasal 45 ayat (1). 

Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah mendelegasikan materi muatan 

pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi 

dan/atau korban perdagangan orang menjadi materi muatan Peraturan 

Gubernur; pada hal Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jelas menormakan bahwa 

materi muatan pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara 

pemeriksaan saksi dan/atau korban perdagangan orang adalah materi 

muatan yang diatur dengan Peraturan Kapolri.    

BAB XI Pembiayaan 

1. Ketentuan Pasal 30 menunjukan pembebanan biaya secara blanko. Hal ini 

karena dalam Pasal 30 Peraturan Daerah digunakan frasa “biaya yang timbul 

akibat diberlakukannya Peraturan Daerah”. Dengan penggunaan frasa 

tersebut, maka tidak jelas biaya apa yang dimaksudkan, melainkan biaya 

apapun yang timbul sebagai akibat dari pemberlakuan peraturan daerah. 

2. Penggunaan pilihan kata/istilah “dan” dalam Pasal 30 menunjukan makna 

komulatif. Dengan pemaknaan demikian maka sangat terbuka peluang 

terjadinya double salary terhadap pembiayaan yang dilakukan untuk segala 

hal yang timbul akibat dari pemberlakuan peraturan daerah. 

BAB XII Sanksi Administratif 

1. Berdasarkan angka 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022, maka Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu 

bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau 

sanksi keperdataan. 

2. Pengacuan kepada Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (4) dalam Pasal 30 ayat (1) 

tidak tepat. 
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3. Penggunaan subyek norma dalam Pasal 30 ayat (1) dengan menggunakan 

pilihan kata / istilah “dan” menjadikan subyek norma dalam pasal 30 ayat (1) 

tidak tepat dengan subyek norma dalam Pasal 11. 

BAB XIV Ketentuan Pidana 

1. Rumusan perbuatan dalam Pasal 14 bukan merupakan perbuatan pidana. 

Jika semangatnya adalah untuk setiap orang aktif memberikan informasi 

dugaan tindak pidana perdagangan orang, maka pendekatan yang dilakukan 

adalam dengan memberikan perlindungan saksi dan korba, bukan menakut 

nakuti dengan menjadikan perbuatan yang bukan pidana menjadi 

pelanggaran pidana. 

2. Rumusan Pasal 33 ayat (3) bertentangan dengan asas nebis in idem dalam 

hukum pidana. 

BAB XV Ketentuan lain-lain 

Teknik penormaan tidak sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 

BAB XVI Ketentuan Penutup 

Ketentuan Pasal 35 adalah delegasi blanko yang dilarang keberadannya dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan. 

 

C. PENUTUP 

       Setelah dilakukan kaji ulang terhadap Peraturan Daerah Provinsi NTT 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban 

Perdangangan Orang, maka dapat direkomendasikan bahwa Peraturan 

Daerah tersebut perlu segera dicabut melalui pembentukan Peraturan 

Daerah baru yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah 

Perdagangan Orang. Secara umum, peraturan daerah yang akan dibentuk 

tersebut memiliki Sistematika dan materi muatan sebagai berikut: 

BAB I Ketentuan Umum 

Ketentuan umum berisi:  

a.  batasan pengertian atau definisi;  

b.  singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau 

definisi; dan/atau 

c.  hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

BAB II Pencegahan Perdagangan Orang 

Materi yang dapat diatur meliputi: 
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Pengaturan pencegahan perdagangan orang berkaitan dengan perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. 

BAB III Penanganan Masalah Perdagangan Orang 

Materi yang dapat diatur meliputi: 

Bentuk, jenis, Proses atau mekanisme penanganan masalah perdagangan 

orang. Untuk menentukan bentuk, jenis, proses atau mekanisme penanganan 

masalah perdagangan orang, perlu dilakukan assessment masalah. 

       Demikian hasil kaji ulang Peraturan Daerah ini disampaikan, untuk dapat 

dipergunakan sebagai bahan dalam perumusan arah regulasi daerah di bidang 

pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang. 

 

 

Kupang, 31 Juli 2023 

Perancang Peraturan Perundang-

Undangan Ahli Madya / merangkap 

Kepala Bidang Hukum, 

 

 

 

Yunus P.S. Bureni, SH.,M.Hum 

Nip. 19861223 2009011004 






























































